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Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis collaborative governance yang
dilaksanakan Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir dengan
mengacu masalah pokok: bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Medan
menjalankan  collaborative  governance yang memadai?. Penelitian
dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dalam desain penelitian literature
review. Literatur dihimpun secara online dari lima database akademis, meliputi
Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, SpringerLink, dan ScienceDirect. Data
yang terkumpul di analisis secara kualitatif mengikuti langkah-langah Miles and
Huberman. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek-aspek penanganan
banjir di Medan perlu ditindaklanjuti dengan memprioritaskan aspek
governance dan distributive accountability, kemudian diikuti dengan aspek-
aspek lain, yang secara berturut-turut meliputi: access to authority, information
sharing, networked structure, dan leadership. Ketika mengambilan kebijakan
kerja sama pada fase antisipasi, sebaiknya collaborative governance lebih
ditekankan pada aktor akademisi dan pengambang software, karena hasilnya
sangat berguna pada fase mitigasi dan resiliensi.

Kata Kunci: pemerintahan kolaboratif, Kerjasama pemerintahan, Manajemen
risiko banijir,

Abstract

The aim of this study was to analyze collaborative governance implemented by
the Medan Government in dealing with floods. The study was conducted by
referring to the main problem: how should the Medan City Government carry out
adequate collaborative governance?. The research was carried out with a
qualitative approach, in a literature review design. Literature is compiled online
from five academic databases, including Google Scholar, ResearchGate, DOAJ,
SpringerLink, and ScienceDirect. The collected data is analyzed qualitatively
following the steps of Miles and Huberman. This study reveals that aspects of
flood management in Medan need to be followed up by prioritizing aspects of
governance and distributive accountability, then followed by other aspects, which
successively include: access to authority, information sharing, networked
structure, and leadership. When taking cooperation policies in the anticipation
phase, collaborative governance should be emphasized more on academic
actors and software developers, because the results are very useful in the
mitigation and resilience phases.

Keywords: Collaborative Governance, Flood Risk Management , Government
Cooperation.
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PENDAHULUAN

Sejauh ini, Medan termasuk dalam kota yang rawan banijir, sebab Medan merupakan
“jalur sungai”, yang dilintasi tujuh sungai besar: Belawan, Badera, Sikambing, Putih, Babura,
Deli, dan Sulang-Saling. Selama tahun 2019, BPBD (2020) mencatat ada 3.247 korban atas
25 kejadian banjir di Kecamatan Medan Johor (lima kali), Medan Maimun (lima kali), Medan
Polonia (lima kali), Medan Baru (lima kali), dan Medan Selayang (lima kali). Meski menurut
wali kota Medan telah dilakukan perbaikan drainase (normalisasi aliran sungai), tetapi
faktanya banjir tetap terjadi. Bahkan pemprov pun belum menemukan solusi pemecahan
masalah yang tepat (Damanik, 2018). Ini terjadi karena memang bukan hanya drainase yang
bermasalah karena sampah, permukiman penduduk, dan perubahan drainase tanpa
memperhatikan Amdal. Menurut temuan Harahap (2019), banjir juga disebabkan hal lain,
seperti: tingginya curah hujan, Medan merupakan dataran rendah, dan tanahnya tidak
menyerap air akibat penebangan hutan. Sementara ini, guna menyelamatkan warga,
Pemprov Sumut berencana merelokasi warga bantaran sungai (Sari, 2019).

Menurut berbagai pihak, banjir yang terjadi ke sekian kalinya ini terjadi bukan hanya
karena faktor di atas (Hermawan, 2020). Stagnansi persoalan banjir di atas juga disebabkan
kurangnya sinergi dan koordinasi dalam tataran pemerintahan untuk bersama-sama
mengatasi banjir. Sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, koordinasi antar
dinas kurang baik. Akibatnya, menurut data BPBD, sebanyak 1.469 rumah terendam banijir di
Kec. Medan Labuhan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.789 KK atau skitar 3.500 jiwa (Fadhil &
Lubis, 2020).

Memang, sebagai kota seluas 265,10 km? (Pemko, 2016) dengan padat penduduk
8.541 per km? (BPS, 2018), Medan masuk dalam kategori daerah berisiko tinggi, baik dalam
hal kejadian maupun kerugian. Oleh karena itu baik secara teoritis maupun praktis,
penanganan banjir di Medan memerlukan kolaborasi yang memadai antar lembaga, baik
pemerintahan maupun non pemerintahan. Terlebih lagi, menurut riset Ramadhan &
Matondang (2016), BPBD Kota Medan masih sangat terbatas dalam pengembangan SDM
yang benar-benar memahami kebencanaan. Sedangkan data di atas menunjukkan adanya
ketidaksepahaman antara Pemprov Sumut, Pemkot Medan, dan dinas-dinas terkait. Artinya,
setiap stakeholder perlu -secara baik- duduk bersama dalam satu forum dengan agensi
publik, LSM, swasta, dan dinas-dinas terkait untuk menguatkan pengambilan keputusan
berorientasi konsesus. Proses koordinasi kolektif inilah yang disebut “collaborative
governance”, yang kemudian dipopulerkan Ansell & Gash (2008). Karena mempersyaratkan
adanya kerjasama antar lembaga, istilah ini juga dikenal sebagai kolaborasi lintas sektor
(Bryson et al., 2006), atau tata kelola jaringan (Provan & Kenis, 2008).

Salah satu bukti keberhasilan collaborative governance untuk menangani banijir
terungkap dalam riset Neise & Diez (2018, 2019) di Jakarta dan Semarang. Mereka
menunjukkan bagaimana partisipasi perusahaan swasta sangat kontributif dalam
mengurangi risiko banjir. Demikian pula diungkapkan Sunarharum (2016), bahwa
collaborative governance bisa mengatasi berbagai hambatan di masyarakat, seperti: a)
perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang penanganan banjir, b)
keterbatasan literasi teknis dan pengetahuan masyarakat terdampak, dan c) keterbatasan
kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mitigasi. Sebuah
riset komparatif Ghozali et al. (2016) tentang penanganan banijir di Ayutthaya (Thailand) dan
Samarinda (Indonesia) juga menunjukkan collaborative governance sangat membantu
pemerintah mengukur risiko banjir, termasuk tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
masyarakat.

Oleh karenanya, sebagaimana disarankan CFE-DMHA (2013), Pemkot Medan perlu
melakukan collaborative governance secara memadai agar penanganan banijir tidak “jalan di
tempat”. Terlebih lagi, rekomendasi itu diperkuat temuan Ulum (2013): penanganan banjir
membutuhkan keterlibatan banyak pihak (multi-stakeholder involvement) dan partisipasi
masyarakat secara simultan. Model strategi semacam ini, pada gilirannya akan mengurangsi
resiko atas banjir-banjir berikutnya. Sebab, collaborative governance merupakan solusi
berkelanjutan dan komprehensif yang sekaligus mengedukasi masyarakat dan pemerintah
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(Hapsari & Zenurianto, 2016).

Guna memperoleh hasil terbaik, Ansell & Gash (2008) telah mengusulkan enam kriteria
dasar collaborative governance, yaitu: a) forum harus diinisasi lembaga publik, b) aktor non-
pemerintah harus dilibatkan, c) peserta aktif terlibat dalam pengambilan keputusan; bukan
hanya berkonsultasi, d) forum terorganisir secara formal, e) tujuan forum adalah
pengambilan keputusan berdasar konsensus, f) fokus kerjasama ialah kebijakan atau
manajemen publik. Selama memenuhi enam kriteria itu, collaborative governance bisa
diramalkan menghasilkan kebijakan yang solutif. Namun menurut DeSeve (2007), ada
indikator penting lainnya, yakni ada-tidaknya aktor yang mendominasi, baik selama fase
perumusan maupun impelementasi kebijakan. Oleh sebab itu, umumnya collaborative
governance terlaksana sesuai Gambar 1, yang sekaligus menunjukkan betapa urgent-nya
empat variabel pokok (kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan, dan proses

kolaborasi).
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Gambar 1: Model collaborative governance Ansell & Gash (2008)

—» Influences

Kondisi awal kolaborasi dimulai oleh adanya: 1) ketidakseimbangan kekuasaan,
pengetahuan dan sumber daya, dan 2) pengalaman kerjasama atau konflik di masa lampau
(tingkat kepercayaan awal). Kedua faktor itu membentuk dorongan untuk “memanggil” para
aktor lain untuk berkolaborasi. Mereka kemudian bekerja dalam proses kolaboratif dengan
intervensi kepemimpinan fasilitatif dan desain institusional untuk menghasilkan outcomes
yang solutif untuk persoalan publik.

Demikianlah, collaborative governance membutuhkan tiga elemen kunci, yakni
dukungan, kepemimpinan, dan forum. Dukungan diperlukan untuk mengidentifikasi
permasalahan, kepemimpinan diperlukan untuk mengkoordinir berbagai stakeholder, dan
forum diperlukan untuk berkolaborasi dan membagi tugas (tanggung jawab). Secara teoretik,
model manajemen pemerintahan seperti inilah yang diperlukan Pemkot Medan. Sebab jika
tidak demikian, bisa jadi akan seperti Pemprov Jambi yang, menurut penelitian Putri (2019),
kapasitasnya dalam menghadapi banjir masih rendah karena minimnya kerjasama yang baik
(collaboration matters).

Berdasarkan ulasan permasalahan di atas, penelitian ini berusaha mengkaji
collaborative governance yang dijalankan Pemkot Medan dalam menangani banjir. Penelitian
ini juga berusaha memberi rambu-rambu atau batasan pada aspek mana sebaiknya
collaborative governance dijalankan Pemkot Medan. Urgensi penelitian tersebut perlu
diperhatikan, sebab sejauh penelusuran laporan penelitian secara daring, belum ada
penelitian yang secara rinci mengkaji collaborative governance di Kota Medan untuk
mengatasi banjir (baik sebagai proses pemerintahan maupun sebagai usulan perumusan
kebijakan).

Berbagai penelitian yang ada masih mengkaji persoalan aspek infrastruktur dengan
pemodelan terowongan air di sungai Deli (Indrawan & Siregar, 2018) dan asesmen
kerusakan akibat banjir di daerah aliran sungai Deli (Hutapea, 2019). Adapun penelitian yang
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berfokus kepada aspek kemasyarakatan dilakukan Pribadi et al. (2018) dan Alamsyah
(2018). Penelitian Pribadi et al. (2018) mengkaji bagaimana strategi inisiatif masyarakat
beradaptasi terhadap banjir. Sedangkan penelitian Alamsyah (2018) berfokus pada
penanganan problematika banjir di Medan. Hasil penelitiannya berupa serangkaian
rekomendasi yang menyarankan agar masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan
mitigasi banjir. Artinya, baik penelitian Pribadi et al. (2018) maupun Alamsyah (2018),
keduanya menyoroti perilaku masyarakat menurut perspektif kebijkaan publik tanpa mengkaiji
bagaimana Pemkot Medan berkolaborasi dengan pihak lain. Selain itu, penelitian relevan lain
juga belum mengelaborasi bagaimana seharusnya Pemkot Medan melaksanakan
collaborative governance secara baik untuk mengatasi banijir. Penelitian itu dilakukan Musri
(2016) yang sebatas menguji apakah partisipasi masyarakat dan koordinasi kelembagaan
mempengaruhi mitigasi banjir di Medan. Penelitian lain dilakukan Tampubolon (2018) yang
membahas akurasi SIG untuk memetakan area rawan banijir, tanpa membahas potensi
kolaboratifnya dengan pemkot. Demikian juga disertasi Hutapea (2012) yang mengkaji cara
konservatif daerah aliran sungai Deli untuk mengendalikan banijir.

Penelitian ini pada akhirnya dilaksanakan dengan berpijak pada masalah pokok:
bagaimana seharusnya Pemkot Medan melaksanakan collaborative governance yang
memadai?. Rumusan masalah itu dirinci menjadi pertanyaan penelitian spesifik berikut: a)
aspek apa yang perlu diprioritaskan dalam melaksanakan collaborative governance?, b)
bagaimana bentuk kerjasama yang ideal bagi Pemkot Medan?. Terjawabnya pertanyaan
penelitian di atas akan mengungkap peta koordinasi yang dibutuhkan pemerintah dan
organisasi-organisasi di sekitarnya, kemudian ditemukan rekomendasi kerjasama yang
sesuai tipe problem yang dihadapi Pemkot Medan. Selain melengkapi hasil penelitian
terdahulu, gambaran deskriptif hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menentukan
skala prioritas dan opsi rekomendasi yang bersifat win-win solution.

METODE

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dalam desian literature review. Desain penelitian ini
dipilih karena bisa memfasilitasi peneliti secara ketat terhadap basis-basis bukti seobjektif
mungkin, dan kemudian menciptakan sintesis baru (Wolfswinkel et al., 2011). Proses review
dilakukan mengikuti tahap yang direkomendasikan EPPI-Centre (2006), meliputi pembatasan
scope of review, penentuan inclusion criteria, penemuan literatur, penilaian kecocokan
dengan pertanyaan penelitian, dan sintesis temuan penelitian. Scope penelitian ini dibatasi
pada tema collaborative governance di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara, terutama
dalam pengelolaan banjir. Adapun inclusion criteria dalam penelitian ialah laporan riset harus
berdasarkan riset empiris yang dipublikasikan sepuluh tahun terakhir (baik kualitatif maupun
kuantitatif). Penelitian ini menghimpun literatur dari lima database berikut: Google Scholar,
ResearchGate, DOAJ, SpringerLink, dan ScienceDirect. Lima database tersebut dipilih
karena sejauh ini masih menyediakan literatur akademis yang memadai dan sesuai
kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif mengikuti
tahap-tahap yang dikemukakan oleh Miles et al. (2014), dengan merujuk pada: pertanyaan
penelitian, identifikasi DeSeve (2007) mengenai tata jaringan pemerintahan, dan hasil
penelitian Ansell & Gash (2008) tentang collaborative governance.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 16 literatur yang relevan diperoleh dari lima database yang telah ditentukan,
sementara proses sampling kedua (menggunakan teknik snowball sampling) menghasilkan
16 literatur. Penelitian ini kemudian mengkaji 32 literatur tersebut secara cermat dan
menyeluruh dengan mengacu pada masalah dan pertanyaan penelitian. Hasil kajian tersebut
diekstraksi dan disajikan secara tabulatif pada Tabel 1 dan Tabel 2, yang dikelompokkan
berdasarkan relevansinya menurut pertanyaan penelitian. Hasil-hasil tersebut kemudian
dianalisis secara deskriptif, yang melingkupi collaborative governance pada fase antisipasi
(sebelum banijir), mitigasi (selama banijir), dan resiliensi (sesudah banijir).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, sedikitnya ada delapan aspek yang harus
diperhatikan, baik dalam fase persiapan, implementasi, maupun evaluasi dari collaborative
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governance (Tabel 1). Menurut DeSeve (2007), sebenarnya masih ada elemen ke sembilan
untuk mensukseskan collaborative governance, yaitu access to resources. Prinsip elemen ini
adalah keterbukaan dan kebebasan aktor-aktor anggota tim kolaborasi untuk memperoleh
sumber daya demi lancarnya pelaksanaan job description yang sudah ditentukan oleh forum
bersama. Secara teoretik, ketersediaan akses ini akan memangkas prosedur perizinan
birokratis yang cenderung bersifat formalitas. Terlebih lagi, sumber daya yang dibutuhkan
bisa saja berupa finanssial, teknis, dan manusia, yang mana kerap dibutuhkan secara
mendadak dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, tata cara ini dimaksudkan untuk
mempercepat pelaksanaan tugas-tugas stakeholder yang berkepentingan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak perlu
diprioritaskan. Banyak penelitian yang dilakukan terhadap kota-kota rawan banjir di dunia
mengkonfirmasi bahwa urgensi dari collaborative governance terletak pada elemen-elemen
lain. Dua di antara yang paling penting untuk didahulukan ialah governance dan distributive
responsibility.

Aspek governance meliputi empat faktor, yaitu: a) batasan dan eksklusivitas (mengatur
siapa yang termasuk member kolaborasi dan siapa yang tidak termasuk), b) peraturan
(mengatur batas-batas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan ancaman
dikeluarkan dari tim kolaborasi jika melanggar), c) self-determination (mengatur kebebasan
untuk memutuskan bagaimana member atau aktor menjalankan tugasnya), dan d.
manajemen jaringan (mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan, alokasi sumber
daya, kendali mutu, dan pemeliharaa organisasi). Sedangkan aspek distributive responsibility
meliputi pelaksanaan prinsip pembagian tata kelola dan pengambilan keputusan lintas
member/aktor. Oleh karena itu, terjadi pula pembagian tanggungjawab atas ketercapaian
hasil yang telah diprogramkan, baik program preventif maupun kuratif.

Ishiwatari (2019) mengusulkan agar collaborative governance dalam penangaan
banjir tidak hanya dibatas oleh kolaborasi, melainkan harus dalam skema terintegrasi.
Melalui skema ini, pihak yang terlibat meliputi stakeholder dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, sektor-sektor privat, akademisi, dan masyarakat lokal. Akan tetapi, menjalankan
mekanisme dalam skema ini merupakan tantangan yang tidak mudah dilakukan, juga tidak
mudah pula digagalkan. Sebab, masing-masing stakeholder mempunyai tanggungjawab
yang bisa saja bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Ishiwatari et
al., (2018) menyarankan agar pemerintah pusat berfokus pada manajemen sungai (termasuk
normalisasi), pemerintah daerah fokus pada implementasi regulasi di area-area urban,
akademisi dan peneliti menyampaikan temuan-temuan riset, memfasilitiasi dan mengadakan
diskusi, adapun masyarakat berfokus pada penyelamatan aset-aset mereka dengan
berbagai cara alternatif. Pembagian nilah yang dimaksud dengan distributive responsibility.

Tabel 1. Aspek-aspek prioritas

Dimensi Aspek Sumber
Dukungan Networked structure van Herk et al. (2011)
Access to authority Bae et al. (2016), Francesch-
Huidobro (2015)
Information sharing Hartama et al. (2017), Albano et al.
(2015)
Kepemimpinan Governance Ishiwatari (2019), Dwirahmadi et al.

(2019), Lubell & Lippert, (2011),
Sunarharum et al. (2014) Ward et

al. (2013)
Leadership Ishiwatari (2016), Jha & Lamond
(2012)
Forum Commitment to a common Slavikova (2018), Rahm & Reddick
purposes (2011)
Trust among the participants Barbedo et al. (2015)
Distributive O’Donnell et al. (2018), Adela et al.
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accountability/responsibilty (2017), Thieken et al. (2016),
Fleischhauer et al. (2012),
Ziervogel et al. (2016)

Artinya, kasus manajemen banjir di Medan seharusnya dilakukan secara kolaboratif,
tetapi dalam skema integratif. Sebab, karakteristik administratif Medan sangat berbeda
dengan DKI, yang bisa membebankan tanggungjawab secara terpisah-pisah, baik di dalam
maupun di luar batas-batas administrasi (Sunarharum et al., 2014). Lagipula, DKI masih
menggunakan cara lama dalam manajemen banjir, yaitu berusaha mengurangi bahaya-
bahaya yang ditimbulkan banjir, bukan berfokus pada bagaimana agar tidak terjadi banijir
(Dwirahmadi et al., 2019; Ward et al., 2013). Oleh karena itu, berdasarkan penelitian Lubell &
Lippert (2011), collaborative governance perlu memprioritaskan skema terintegrasi untuk
mengefektifkan penggunaan dana, sekaligus menghindarkan para stakeholder dari konflik-
konflik horizontal. Terlebih lagi menurut pengalaman masa lalu, skema penggunaan dana
dan konflik horizontal dalam pembangunan pemerintahan merupakan dua isu yang saling
berhubungan dan mempengaruhi (Miftakhuddin, 2019).

Hanya saja, guna meningkatkan efisiensi sekaligus sebagai quality control, maka
diperlukan sarana-sarana khusus, seperti instrumen asesmen pemerintahan dan pendekatan
lingkungan sosial (Fleischhauer et al.,, 2012). Instrumen asesmen pemerintahan adalah
seperangkat alat monitoring berbasis indikator yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja
sistem manajemen banijir, dengan berprinsip pada perolehan cara penanganan banjir yang
tepat dan berkelanjutan. Sedangkan pendekatan lingkungan sosial ialah prosedur yang
dipakai untuk menangkap/merekam gaya hidup masyarakat dalam suatu region tertentu,
untuk mempelajari lebih dalam mengenai kehidupan, sikap, dan nilai yang dianut. Informasi
ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan publik susulan agar tidak melanggar nilai-nilai
yang dianut masyarakat, termasuk gaya hidup dan orientasi keagamaan (Miftakhuddin,
2018). Sebab, menurut Sunarharum et al. (2014), kegagalan dalam merencanakan
pengambilan keputusan kerap kali menyebabkan pelanggaran atas hak-hak dasar, seperti
halnya terjadi dalam kasus-kasus penggusuran pemukiman penduduk yang dinilai
menyebabkan penyempitan sungai.

Dua aspek di atas (governance dan distributive responsibility) adalah aspek prioritas
utama yang sebaiknya mendapatkan perhatian lebih besar daripada aspek-aspek prioritas
lainnya. Sebab aspek-aspek prioritas lainnya akan secara otomatis terpenuhi manakala dua
aspek di atas terpenuhi dengan baik (Ansell & Gash, 2008). Pada aspek trust among the
participants, misalnya, akan terpenuhi dengan ketika aspek governance dijalankan dengan
asas distibutive responsibility. Praktis, pada gilirannya akan tercipta suasana trust among the
participants (Barbedo et al.,, 2015), dan muncul kesamaan visi yang jelas sebagai
commitment to a common purposes (Rahm & Reddick, 2011; Slavikova, 2018).

Hal yang sama juga berlaku pada aspek lainnya, seperti leadership, access to
authority, information sharing, dan networked structure. Namun demikian, harus ditegaskan
bahwa aspek infromation sharing punya hubungan resiprokal dengan aspek governance dan
distributive responsibility. Information sharing dibangun berbasis data empiris dan tersimpan
dalam sistem yang free and open-sources. Ini memungkinkan masing-masing aktor
mengakses informasi secara bebas, sehingga mempermudah dilakukannya pengembangan-
pengembangan tindakan yang dirasa perlu tanpa mendapat persetujuan aktor lain (Albano et
al., 2015). Kelebihan itu, dalam konsep collaborative governance, merupakan fasilitas self-
determination sebagai salah satu faktor pendukung dalam aspek prioritas governance.

Demikianlah terdapat aspek-aspek prioritas yang tidak bisa dikesampingkan dalam
collaborative governance untuk mengatasi banjir. Samuels et al. (2010) menyarankan,
apabila skala prioritas tersebut telah disusun secara runtut, maka berbagai opsi kerjasama
dan siapa saja aktor-aktor yang nantinya diperlukan untuk terlibat harus segera diputuskan.
Menurutnya, integrasi total antar masing-masing aktor dalam manajemen air dan
perencanaan kewilayahan (spasial) akan membentuk konsep manajemen risiko banjir yang
solutif. Konsep inilah yang banyak dikenal sebagai Integrated Flood Risk Management
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(IFRM). Karakteristik dasar dari konsep ini, menurut Samuels et al. (2010), adalah untuk: 1.
Mengurangi terjadinya banjir dengan bertindak berdasarkan kemungkinan banjir beserta
kecepatan, kedalaman, dan durasinya; 2. Mengurangi konsekuensi bahaya jika terjadi banjir
dengan cara bertindak mengurangi potensi paparan banjir, atau mengurangi kerentanan dan
membantu individu maupun organisasi untuk bertindak secara bijak selama banjir; 3.
Mempromosikan pembangunan berkelanjutan untuk memungkinkan generasi mendatang
memenuhi kebutuhan manajemen risiko banijir.

Praktis, tiga karakteristik dasar di atas harus tercermin dalam setiap kerja sama
(kolaborasi) yang dipilih dan dijalankan. DeSeve (2007) telah mengusulkan sembilan bentuk
kerja sama yang bisa dijalankan pemerintah secara collaborative. Namun penelitian ini
berhasil mengidentifikasi tujuh kerja sama yang dipandag paling efektif dari sembilan opsi
kerja sama yang ditawarkan DeSeve (Tabel 2). Dua pilihan kerja sama yang tidak
disarankan dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama supply chains (kerja sama dengan
perusahaan penyedia material infarastuktur), dan bentuk kerja sama dispute resolution (kerja
sama dengan lembaga atau bantuan hukum).

Penelitian ini tidak merekomendasikan dua bentuk kerja sama di atas, karena
penanganan banjir di Medan telah melibatkan kolaborasi vertikal antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah (Tarigan et al., 2017). Kolaborasi semacam ini secara otomatis
menyediakan legal standing untuk masalah-masalah sengketa, sehingga bentuk kerja sama
dengan lembaga-lemaga bantuan hukum menjadi tidak diperlukan. Demikian juga bentuk
kerja sama supply chains menjadi tidak diperlukan karena sifat kerja samanya cenderung
tidak berkelanjutan (Pennink, 2017).

Tabel 2. Rekomendasi kerjasama

K B?”t“k Aktor Sumber
erjasama
Communities  of Pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga Forino et al., (2015)
shared misson non-profit
Communities  of Organisasi-organisasi dengan tujuan Jiang et al. (2018),
shared practice khusus, baik berupa badan milik Yumasdaleni & Jakimow
pemerintah, asosiasi profesi, ataupun (2017)
lembaga swadaya masyarakat
Issue respon Lembaga yang bisa merespon bencana Dangerfield (2010),
networks secara cepat (misal: Basarnas & BPBD) Hapsari & Zenurianto

(2016)

Hartama et al. (2017),
Albano et al. (2015),
Hong & Chung (2016)
Serra-Llobet et al.
(2016)

Mayr et al. (2020)

Strategic alliances Berbagai badan

teknologi informasi

riset dan pengembang

Joined-up
government
Service integration

Lembaga swasta dan organsasi
direkrut pemerintahan

Badan-badan penjamin kesehatan
kesejahteraan (tenaga kerja & ekonomi)
Lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi
keterhubungan antar aktor

yang

dan

Intra-
organizational

Barbedo et al. (2015)

Hasil penelitian ini menyarankan agar collaborative governance dijalankan dalam
bentuk-bentuk kerja sama yang mempunyai kriteria dasar dalam penelitian Samuels et al.
(2010) di atas, ditambah dengan ketersediaan sumber daya di Kota Medan. Namun
demikian, penelitian ini juga mengklasifikasikan tujuh rekomendasi kebijakan secara tematik-
kronologis ke dalam kategori kerja sama yang dijalankan sebelum (fase antisipasi), selama
(fase mitigasi), dan sesudah banjir (fase resiliensi). Ketiganya sebagaimana diulas dalam
paragraf-paragraf berikut.

Fase antisipasi. Pada fase ini, kerja sama yang mungkin bisa dilakukan adalah
communities of shared mission, strategic alliance, joined-up government, dan intra-
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organizational. Bentuk kerja sama communities of shared mission terdiri dari aktor-aktor
yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta, lembaga-lembaga non-profit dan lembaga
swadaya masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama (DeSeve, 2007). Ini
biasanya diwujudkan dalam pembagian kerja menurut tempat dan keahalian dari masing-
masing aktor. Model kerja sama ini hampir sama dengan strategic alliance, yang lebih
berfokus pada adaptasi masyarakat dan infrastrukturnya terhadap perubahan iklim, dan
pengurangan risiko bencana (Forino et al., 2015). Oleh karena itu, kerja sama pemerintah
dalam menjalankan collaborative governance kerap merekrut badan-badan riset dan
pengembang teknologi informasi. Tugas mereka adalah membuat pemodelan prediktif
terhadap banijir dan risikonya (Albano et al., 2015). Di samping itu, penelitian Hong & Chung
(2016) telah membuktikan bahwa peranan social scientist bukan sekadar dalam penjaringan
aspirasi masyarakat, melainkan pada tanggungjawab melaksanakan riset secara mendalam
untuk mengetahui apa-apa saja sebenarnya kebutuhan yang diperlukan masyarakat selama
dan sesudah terjadinya banijir. Tugas inilah yang tidak bisa digantikan oleh aktor-aktor lain.

Apabila pengalaman pengelolaan banjir menunjukkan keberhasilan yang minim,
maka sebagaimana skema collaborative governance, pemerintah bisa merekrut pihak-pihak
swasta dan organisasi untuk masuk ke dalam lingkaran tim collaborative governance
(joined-up government). Bahkan jika efek yang ditimbulkan oleh banjir terjadi secara
sporadis, maka dalam hal ini pemerintah bisa menjalankan collaborative governance dengan
bentuk kerjasama intra-organizatonal. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan
penelitian Serra-Llobet et al. (2016), yang menyimpulkan bentuk kerja sama joined-up
selayaknya menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up secara seimbang. Sebab
pegalaman di Eropa dan Amerika telah membuktikan ketidakseimbangan pola implementasi
menimbulkan dominasi salah satu aktor, yang pada gilirannya justeru merugikan
masyarakat. Padahal proses pengambilan keputusan benar-benar harus merefleksikan
preferensi publik pada waktu selama dan sesudah banjir (Hong & Chung, 2016).

Oleh karena itu, pada tingkat paling akhir dalam rangka persiapan menghadapi banijir,
Barbedo et al. (2015) mengajukan bentuk kerja sama intra-organizational sebagai alternatif
pilihan terakhir. Bentuk kerja sama ini dipandang selalu berhasil karena diisi oleh lembaga-
lembaga yang mampu memfasilitasi kinerja kolaboratif. Barbedo et al. (2015) telah
memberikan tinjauan lengkap tentang kegagalan kolaborasi di negara-negara berkembang
yang disebabkan karena berbagai macam organisasi yang seharusnya menyatu rupanya
masih mempunyai visi masing-masing. ltulah sebabnya sangat perlu untuk dibangun
‘lembatan” untuk memfasilitasi sektor dengan aktor, utamanya yang secara historis
mempunyai konflik kepentingan dalam pengelolaan lingkungan urban (Crona & Parker,
2012).

Fase mitigasi. Fase ini merupakan yang paling krusial dalam serangkaian program
penanganan banjir. Selama fase ini, pemerintan membutuhkan aktor-aktor yang dapat
merespon bencana dengan cepat dan tepat, seperti Basarnas dan BPBD. Meski begitu,
sekali lagi penelitian menunjukkan bahwa faktor utamanya adalah persiapan dan
kematangan (Hapsari & Zenurianto, 2016). Artinya, elemen keberhasilan tidak terletak pada
kehadiran badan-badan tersebut di dalam lingkaran collaborative governance, melainkan
pada kemampuannya untuk mengimbangi aktor lain dalam menjalankan kewajibannya.

Asumsi tersebut bukan hanya berlaku pada area rawan banjir karena sungai ataupun
karena pasang air laut, melainkan juga berlaku pada daerah-daerah urban. Dangerfield
(2010), dalam hal ini, telah merumuskan enam konsep kebijakan yang bisa diambil melalui
collaborative governance berdasarkan kepada enam kelompok daerah dengan tingkat risiko
banjir yang berbeda-beda. Prinsipnya adalah semakin parah kerusakan properti yang
ditimbulkan, maka akan semakin khusus kebijakan yang diambil. Bahkan pada kasus-kasus
tertentu bisa dilakukan desentralisasi. Pada tingkat yang terparah pula, collaborative
governance mempunyai kecenderungan merekrut organisasi-organisasi yang punya tujuan
khusus untuk menjalin partnership dengan pemerintah (Yumasdaleni & Jakimow, 2017).

Fase resiliensi. Sebagai tahap pemulihan, fase ini justru menjadi tahap yang hampir
sama beratnya dengan tahap mitigasi. Sebab, orientasi pengambilan keputusan tidak lagi
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mengacu pada pertanyaan: bagaimana menghindari kerugian akibat banjir?, melainkan pada
pertanyaan: bagaimana cara memulihkan kondisi properti dan ekonomi seperti halnya
sebelum banijir?. Oleh karena itu, fase ini memerlukan bentuk kerja sama yang mampu
menjawab pertanyaan di atas, yaitu kerja sama dalam bentuk service integration dan
strategic alliance.

Contoh yang cukup baik dalam menerapkan service integration dalam collaborative
governance adalah pengalaman di Kota Simbach, Jerman. Menurut penelitian Mayr et al.
(2020), bentuk kerjasama yang lazim dilaksanakan dalam fase resiliensi ini bisa dilakukan
secara berkesinambungan sejak fase antisipasi. Proses perencanaan dimulai tepat pada
awal munculnya gejala-gejala banjir. Perencanaan ini dilaksanakan dalam kolaborasi antara
pemerintah selaku pemegang otoritas, pada stakeholder dari berbagai tingkatan dan bidang
(termasuk dari perwakilan penduduk). Penerimaan atau kepercayaan keputusan bagi semua
kalangan sangat tinggi karena masyarakat telah diinformasikan lebih dahulu mengenai
rencana kolaborasi, dan disampaikan dengan komunikasi personal. Namun demikian, meski
pengetahuan tentang mitigasi bencana diberikan kepada masyarakat, tetapi partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dibatasi. Sebab, perencaan lebih membutuhkan porsi lebih
banyak dari golongan peneliti, pemerintah, dan pihak-pihak swasta yang fokus aktivitasnya
relevan dengan pemecahan masalah banjir. Perencanaannya pun menggunakan sistem
terintegrasi dan free open source untuk para aktor-aktor di dalam lingkaran collaborative
governance (Albano et al., 2015). Oleh karena usaha pemerintah dalam tahap pra-kondisi
berhasil, maka berbagai kompensasi dan pembayaran asuransi yang dibayarkan oleh aktor-
aktor kolaborasi pada akhirnya tidak terlalu membebani. Cara ini pada gilirannya turut
memberikan jaminan atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengusulkan tiga fase di atas secara eklektik. Maksudnya, keputusan
pemilihan bentuk kerja sama didasarkan pada bentuk kerja sama yang paling
menguntungkan masyarakat dan pemerintahan setempat. Ini perlu diperhatikan karena
menurut penelitian Tarigan et al. (2017), pemerintah pusat memberikan otoritas yang sangat
terbatas kepada pemerintah lokal. Menurutnya, ini semakin menyulitkan pemerintah lokal
untuk mengambil kebijakan, menggunakan dana, dan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia. Pada kondisi seperti ini, sangat cocok untuk mengikuti rekomendasi Ziervogel et al.
(2016), bahwa manajemen pengelolaan banjir secara kolaboratif sebaiknya fokus pada siapa
saja aktor yang nantinya terlibat, motivasi atau niat mereka, bagaimana mereka mengambil
tindakan atas adanya banijir, dan tindakan aktor mana di antara mereka yang perannya
paling signifikan dalam penanganan banijir.

Demikianlah enam kriteria untuk menjalankan kolaborasi yang diusulkan Ansell &
Gash (2008) tidak perlu selalu ada, karena masing-masing telah secara konsisten selalu
saling melengkapi satu sama lain (Wanna, 2008). Dengan demikian, ada dua dimensi
kolaborasi yang selalui beririsan, yaitu skala atau tingkat kolaborasi dan konteks, tujuan,
pilihan, dan motovasi para aktor kolaborasi. Sebab kolaborasi dalam ranah pemerintahan
pada hakekatnya adalah suatu respon yang muncul atas situasi yang teramat kompleks,
sehingga membutuhkan lebih banyak pertimbangan. Inilah titik pembeda antara collaborative
governance dengan proses pemerintahan tradisional (Purdy, 2012). Meski begitu,
collaborative governance pun pada gilirannya juga harus dievaluasi, setidaknya pada level
kerangka kerja (framework) yang punya efek langsung kepada societal resilience (Alexander
et al., 2016). Selain sebagai quality control, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengatasi 12
hambatan dalam menjalankan manajemen risiko banjir, yangmana 12 hambatan tersebut
terkelompokkan ke dalam kategori hambatan pemerintahan, masyarakat, dan teknologi
(Mercado et al., 2020).

Selain mengkonfirmasi perlunya dijalankan collaborative governance yang memadai
bagi Pemerintah Kota Medan, penelitian ini sekaligus mengkonformasi tiga bentuk kolaborasi
yang sejauh ini sudah dilaksanakan di Medan, yaitu: 1) partisipasi Forum Zakat wilayah
Sumut, Dompet Duafa, BSMI, PKPU, Rumah Zakat, 1ZI, dan Darul Tauhid dalam kegiaatan
pembersihan sungai Deli yang diinisasi oleh BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat setempat
(Harahap, 2020); 2). Alokasi sebesar 12,4 M untuk penanggulangan banjir di Medan dan
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sekitarnya (Detik.com, 2020), yang kemudian dilakukan refocusing karena adanya pandemi
Covid-19 (Budy, 2020); dan 3). Penyusunan draft kerjasama antara kementerian PUPR,
Pemprov Sumut, dan Pemerintah Kota Medan tentang pemeliharaan sungai dan anak sungai
yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (Pekuwali, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Bagaimanapun, Kota Medan belum bisa menerapkan strategi “sponge city” untuk
mengatasi banjir (Jiang et al., 2018). Disamping karena keterbatasan teknologi dan ekonomi,
sejauh ini collaborative governance merupakan solusi yang paling sesuai dengan tipikal
masyarakat Medan, pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan
ketersediaan sumber daya di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini membuktikan bahwa ada aspek-aspek prioritas yang khas dalam
penanganan banijir di Medan. Aspek-aspek prioritas tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan collaborative governance dalam berbagai bentuk kerja sama dengan
berbagai aktor. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak ada satu kebijakan pun yang bisa
memfasilitasi pemecahan masalah banijir secara sempurna. Bahkan Ishiwatari (2019) pun
mengakui, tidak ada model yang one-fit-all untuk manajemen penangan banjir, sekalipun hal
itu dilaksanakan oleh negara semaju Jepang. Hanya saja, risiko-risiko kerugian yang
mungkin ditimbulkan masih bisa diminimalisir melalui collaborative governance yang
memadai.

Implikasi penelitian ini adalah ditemukannya bentuk-bentuk kerja sama yang ideal
untuk penanganan banjir di Kota Medan, yang bisa dilakasanakan sejak sebelum banijir,
selama banjir, dan sesudah banjir. Penelitian ini juga menegaskan siapa-siapa saja yang
bisa berkontribusi dan siapa saja yang tidak bisa berkontribusi dalam pelaksanaan
collaborative governance. Akan tetapi, karena dijalankan dengan desain literature review,
hasil penelitian ini bersifat rekomendatif. Sehingga efektivitas beberapa rekomendasi
sebagai temuan penelitian perlu diuji atau dibuktikan menggunakan desain penelitian
eksperimen. Kelemahan inilah yang sebaiknya diakomodir oleh peneliti berikutnya
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